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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan di atas, maka penulis 

menyimpulkan diantaranya sebagai berikut: 

1. Dalam penerapannya itikad baik memiliki unsur psikologis dan etika. 

Itikad baik dengan unsur psikologis terdiri dari suatu kepercayaan 

bahwa seseorang bertindak sesuai dengan hukum (good faith-belief), 

sedangkan itikad baik dengan unsur etika terdiri dari perilaku 

seseorang sesuai dengan standar moral (good faith-probity atau good 

faith honesty). Itikad baik dengan unsur etika berkaitan erat dengan 

gagasan kejujuran dan penghormatan terhadap perkataan janji atau 

ikrar yang tertuang dalam perjanjian. Selain itu, itikad baik dalam 

pelaksanaan perjanjian dapat bersifat subjektif dan objektif, itikad 

baik yang bersifat subjektif sering dikaitkan dengan hukum benda 

seperti pembeli yang beritikad baik adalah orang jujur dan tidak 

mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya 

itu, sedangkan itikad baik yang bersifat objektif adalah standar itikad 

baik yang mengacu pada ketentuan norma-norma baik tertulis 

maupun tidak tertulis ataupun kepada norma hukum yang telah 

menjadi sumber hukum tersendiri dalam perjanjian; 
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2. Itikad baik dalam perjanjian, memiliki fungsi mengharuskan bahwa 

kontrak harus ditafsirkan menurut itikad baik yang berarti bahwa 

kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar, berikut terhadap 

fungsi menambah atau melengkapi berarti bahwa itikad baik dapat 

menambah isi dan kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan 

kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas 

dinyatakan dalam kontrak, serta fungsi membatasi atau meniadakan, 

artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-

alasan yang sangat penting. 

5.2  Saran 

1. Sebaiknya asas itikad baik dapat diterapkan adanya musyawarah 

antara mantan suami isteri untuk menyelesaikan hutang piutang 

secara bersama-sama dengan jaminan harta bersama yang 

ditimbulkan atas kesepakatan bersama sewaktu mereka masih 

berstatus suami isteri; 

2. Berikut harus dilihat siapa yang berkepentingan dalam perjanjian 

hutang piutang ini apakah suami atau isteri yang menjaminkan harta 

bersama tersebut, maka mereka yang melakukan jaminan atas harta 

bersama tersebut dapat memberikan kompensasi. 

3. Sudah dijelaskan pada Pasal 93 ayat (2), (3), dan ayat (4) Kompilasi 

Hukum Islam, dikatakan bahwa apabila suami atau isteri atas kesepakatan 
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bersama mengajukan kredit rumah atau hutang piutang lainnya ke bank, 

tindakan mengambi kredit rumah atau hutang piutang lainnya ke bank 

merupakan perbuatan berhutang, hutang itu merupakan harta bersama yang 

bersifat passiva. Sehingga apabila terjadi perceraian antara suami-isteri 

tersebut maka hutang tersebut dalam bentuk kredit juga dibagi dua. 
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